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Abstrak : Prosedur pemekaran sedikit mengalami perbedaan dengan 
diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014. Dimana UU No. 23 Tahun 2014 
hanya menentukan 2 (dua) persyaratan untuk memekarkan satu daerah akan 
dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan. 
Kedua, selama ini pemerintah hanya terfokus paada pembentukan daerah 
dan telah mengabaikan salah satu ketentuan dalam undang-undang 
pemerintahan daerah yang menjadi solusi bagi daerah yang gagal 
melaksanakan otonomi daerah 
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PENDAHULUAN 
Pemekaran daerah dalam tatanan filosofis dimaksudkan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara historis, The Founding 
Fathers, telah menetapkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD 1945) sebagai dasar hukum pemerintahan daerah 
di Indonesia. Pembentukan daerah otonom baru salah satu bagian dari upaya 
penataan wilayah administrative yang bertujuan antara lain memudahkan 
pemberian pelayanan public memperpendek rentang kendali, memberi ruang 
bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi secara lebih 
optimal, menciptakan efektivitas pelayanan. 
Berkaitan dengan pembentukan daerah otonom, maka menafsirkan 
UUD 1945 tidak cukup dengan hanya terfokus pada Pasal 18 UUD 1945 saja, 
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melainkan harus sitematis dengan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yang 
menentukan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang 
berbentuk Republik, yang dimana wilayah NKRI akan dibagi-bagi kedalam 
bentuk daerah-daerah. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UUD 1945 
yang menentukan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur dengan Undang-Undang. 
Dengan adanya perkataan dibagi atas, maka hubungan antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) bersifat 
Hierarki-vertikal. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang telah 
diubah, memperjelas bahwa NKRI akan dibagi-bagi meliputi daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota, dan juga adanya perubahan sistim. yang mana 
sebelumnya sentralistik kemudian menjadi desentralisasi, di mana 
pemerintah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah. 
Pasal 18 Ayat (5) menentukan bahwa pemerintahan daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.32 
Penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan secara jelas di 
dalam UUD 1945, ditujukan untuk menata sistem pemerintahan daerah 
dalam kerangka NKRI. Pelaksanaan dilakukan dengan memberikan 
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 
pemerintahan di tingkat daerah.3 
Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota 
dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan 
 
2 Mahmud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2011, hlm. 53. 
3 Busrizalti, Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya), Total Media, 
Yogyakarta, 2013, hlm. 2.  
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bertanggung jawab epada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya 
pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, 
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan 
keuangan pusat.54 
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya 
disebut UU No. 32 Tahun 2004) menentukan bahwa pembentukan daerah 
otonom dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah 
yang bersanding/pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. 
Sedangkan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 
Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan 
Daerah (selanjutnya disebut PP No. 78 Tahun 2007) menentukan Bahwa 
pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai 
daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. 
Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (selanjutnya 
disebut UU No. 23 Tahun 2014) menentukan bahwa pembentukan daerah 
berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. berkaitan dengan 
pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menentukan 
bahwa pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah 
kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan 
bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi 
menjadi satu daerah baru.Berkaitan dengan pemekaran daerah, secara 
filosofis, bahwa tujuan pemekaran daerah ada dua kepentingan, yakni 
pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat, dan untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat5, serta memperpendek 
rentang kendali pemerintahan. 
 
4 Ibid., hlm. 4. 
5 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, 
Jakarta, 2012, hlm. 15.  
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Sebelumnya, tata cara pembentukan, penghapusab, dan 
penggabungan daerah diatur dalam PP No 129 Tahun 2000 diganti dengan 
PP No. 78 Tahun 2007. Dalam perkembangannya banyak daerah hasil 
pemekaran belum atau kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 
bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru, sehingga selajutnya 
menimbulkan pertanyaan bagaimana daerah-daerah yang telah dimekarkan 
namun belum mencapai tujuan dari pemekaran daerah itu sendiri?. 
Berdasarkan pemaparan di atas tersebut, maka penulis tertarik melakukan 
pengkajian mendalam terhadap Prosedur pemekaran daerah otonom dalam 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Serta solusi 
pengaturan bagi daerah otonom yang baru dimekarkan tetapi dinyatakan 
gagal dalam melaksanakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  
 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISA  
 
Prosedur Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 
1. Konsep Pemekaran Wilayah 
Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 19996 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 5 ayat 2 
dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, 
namun setelah UU No. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No 32 Tahun 
20047 tentang Pemerintahan Daerah, maka materi pemekaran wilayah 
 
6 Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
7 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
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tercantum pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), namun istilah yang dipakai 
adalah pemekaran daerah berarti pengembangan dari satu daerah 
otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur 
persayaratan dalam pembentukan daerah otonom yang pada dasarnya 
juga melandasi persyaratan pemekaran daerah. Persyaratan dalam 
pembentukan daerah otonom menurut Pasal 5 ayat (1)8 UU Pemda 
meliputi syarat administrasi, syarat teknis, dan fisik kewilayahan. 
Persyaratan dasar yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) tersebut 
meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas 
daerah. Sedangkan persayaratan administrasi untuk daerah provinsi dan 
untuk daerah kabupaten memiliki susunan yang berbeda. Untuk daerah 
provinsi meliputi persetujuan DPRD kabupaten/kota dengan 
bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah yang provinsi 
induk, sedangkan untuk daerah kabupaten/kota meliputi keputusan 
musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah 
kabupaten/kota, persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk 
dengan bupati/walikota daerah induk, dan persetujuan bersama DPRD 
Provinsi dengan Gubernur daerah provinsi yang mencakup daerah 
persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk. Selanjutnya adanya 
perubahan undang-undang yang baru tentunya terdapat perubahan 
tentang pemekaran. 
Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 32 
Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom 
yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam UU No 23 
Tahun 20149 syarat pembentukan daerah berubah menjadi persyaratan 
 
8 Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
Pasal 5 ayat (1). 
9 Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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daerah persiapan, yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) yang kini membagi 
persyaratan pembentukan daerah persiapan menjadi persyaratan dasar 
dan persyaratan administrasi. Dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 
ini pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal 
ini dikarenakan akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan 
melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daereh Otonomi 
Baru (DOB). Hari Sabarno10 menyatakan bahwa rumusan tujuan 
kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai 
kebijakan-kebijakan yang ada selama ini, baik dalam undang-undang 
maupun peraturan pemerintah. 
Pelaksanaan pemekaran wilayah untuk dapat mewujudkan 
terselenggaranya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, 
tanggungjawab maka adanya suatu prinsip-prinsip otonomi daerah, 
yaitu11: 
a. Nyata, yaitu urusan pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan pembangunan 
b. Dinamis, yaitu sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat 
c. Serasi, yaitu urusan dilaksanakan sesuai dengan arah dan 
kebijaksanaan pemerintahan pusat/nasional 
d. Bertanggung jawab, yaitu tidak bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada dan berlaku 
Pemekaran wilayah merupakan pemisah suatu wilayah dari 
induknya sehingga terbentuk wilayah baru dengan mempertimbangkan 
berbagai aspek yang ada di dalam masyarakat yang bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui 
 
10 Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 76. 
11 Ibid, Hlm. 125. 
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peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam PP Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 2 Bab II tentang 
Pembentukan Daerah yakni:12 
(1) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah 
atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu 
daerah menjadi dua daerah atau lebih; 
(2) Pembentukan daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), 
dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah 
kabupaten/kota; 
(3) pembentukan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdapat berupa: 
a. Pemekaran daerah 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) dapat berupa: 
b. Penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada 
wilayah provinsi yang berbeda; 
c. Penggabungan beberapa provinsi menjadi 1 (satu). 
(4) Pembentukan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada 
ayat 2 (dua) dapat berupa: 
a. Pemekaran dari 1 (satu) Kabupaten/Kota menjadi 2 (dua) Provinsi 
atau lebih; 
b. Penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada 
wilayah kabupaten/kota yang berbeda: dan penggabungan 
beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota. 
 
Desentralisasi dan pemekaran wilayah sangat berhubungan erat. 
Adanya desentralisasi, daerah otonomi baru berusaha memberdayakan 
 
  12 Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata 
Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. 
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segala potensi wilayahnya dengan kekuatan sendiri. Adanya 
desentralisasi berdampak terhadap pemekaran daerah. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa proses dan implementasi dari pemekaran daerah juga 
menyisahkan masalah serius. 
Dalam perjalanannya, persoalan batas wilayah di daerah 
pemekaran tidak bias terhindarkan, bahwa maraknya kasus sengketa 
batas wilayah dipicu oleh salah satunya ketidakjelasan batas-batas 
wilayah administratif antar daerah otonomi baru dengan wilayah lama. 
Persoalan ini kemudian merambah ke bernagai konflik dimensional seperti 
konflik sosial dan konflik sumber daya alam. Kemudian aspek ekonomi, 
karena perebutan sumber daya alam, aspek lultur, aspek politik, aspek 
sosial. 
Konsep pemekaran daerah menggambarkan bagaimana 
pembentukan wilayah administrasi baru sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu juga 
akan membahas beberapa alasan kenapa suatu daerah akan dimekarkan 
dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pemekaran daerah, sehingga 
teori ini akan memberi kontribusi yang berkaitan dengan pemekaran 
wilayah dan permasalahnnya khusunya menjawab permasalah masalah 
yang akan diteliti. 
 
2. Solusi Pengaturan Daerah Pemekaran Yang Dianggap Gagal Dalam 
Melaksanakan Otonomi Daerah. 
Berbicara mengenai solusi pengaturan bagi daerah yang dianggap 
gagal dalam melaksanakan otonomi daerah, maka secara otomatis ada 
hal yang menyebabkan satu daerah tersebut gagal. Untuk itu sebelum 
lebih jauh membahas solusi pengaturan terhadap daerah yang dinyatakan 
gagal, terlebih dahulu harus diketahui penyebab terjadinya satu daerah 
dimekarkan dan penyebab gagalnya satu daerah pemekaran 
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melaksanakan otonomi daerah. Adapun penyebab satu daerah 
dimekarkan secara umum dapat dipetakan sebagai berikut : 
1. UU No. 23 Tahun 2014 saja, melainkan undang-undang pemerintahan 
daerah sebelum UU No. 23 Tahun 2014 telah menentukan bahwa 
daerah yang tidak dapat menyelenggarakan 1. Keadaan wilayah yang 
luas serta jumlah penduduk. Luas daerah dan bentuk geografis 
indonesia yang merupakan kepulauan membutuhkan rentang kendali 
yang panjang,13 serta jumlah penduduk yang banyak akan 
mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat tidak efektif dan 
efesien, sehingga pemerintah perlu memperpendek rentang kendali 
pemerintahan tersebut dengan cara memekarkan satu daerah dengan 
tujuan memperpendek rentang kendali pemerintah dan masyarakat. 
2. Perbedaan etnis (budaya) dalam satu wilayah pemerintahan. 
3. Untuk mendapatkan keadilan.  
4. Timpangnya pemerataan pembangunan. 
5. Untuk mendapatkan status kekuasaan. 
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan satu daerah gagal 
melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut : 
1. Kinerja aparatur pemerintahan daerah (SDM). 
2. Usia penyelenggaraan pemerintahan satu daerah yang akan 
dimekarkan. 
3. Longgarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
pemerintahan daerah. 
4. Motivasi pembentukan daerah melalui pemekaran yang salah.  
Pemahaman yang keliru dikalangan para elit daerah adalah 
pembentukan daerah melalui penggabungan maupun pemekaran daerah 
 
13Hari Sabarno, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 117. 
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dimaksudkan sebagai jalan keluar untuk mewujudkan bentuk identitas 
yang berbeda atau sebagai akibat reaktif perlakuan daerah induk yang 
tidak adil, untuk memperoleh Dana Alokasi Umum (DAU), Sehingga 
tuntutan tuntutan pemekaran daerah seakan-akan dimaknai sebagai hak 
asasi daerah untuk menentukan identitasnya. 14 
Berkaitan dengan solusi pengaturan bagi daerah yang gagal 
melaksanakan otonomi daerah, UU No. 23 tahun 2014 menentukan bahwa 
suatu daerah hasil pemekaran apabila tidak mampu menyelenggarakan 
otonomi daerah, maka daerah tersebut dapat digabungkan kembali 
dengan daerah induknya ataupun dengan daerah lain. Ketentuan tentang 
daerah dapat digabungkan apabila tidak dapat menyelenggarakan otonomi 
daerah bukan hanya terdapat dalam ketentuan otonomi daerah dapat 
dihapus dan digabungkan dengan daerah lain. Namun, jika kita melihat 
sejarah pemerintahan negara indonesia dan sejarah pemerintahan daerah 
dari tahun 1945 sampai sekarang ini, dapat diketahui bahwa pemerintah 
Negara Indonesia belum pernah melakukan penggabungan daerah 
sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.23 Tahun 2014 tersebut atau 
undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya. Sehingga terkesan 
bahwa pemerintah selama ini hanya terfokus melakukan pemekaran 
daerah provinsi dan pemekaran kabupaten/kota. Maka berdasarkan 
penjelasan sebelumnya maka solusi yang ditawarkan oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
Pertama, dari segi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
pemekaran daerah yaitu UU No. 23 Tahun 2014 maupun aturan pelaksana 
dari UU No. 23 Tahun 2014, seharusnya mencantumkan tentang sanksi 
yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak 
sesuai dengan kondisi yang ada di daerah. Kedua, seharusnya pemerintah 
 
14 Ibid., hlm. 190. 
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mengimplementasikan ketentuan dari Pasal 47 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 
2014 yang dimana dikatakan bagi daerah yang tidak mampu 
menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut harus 
digabungkan dengan kembali dengan daerah induknya atau dengan 
daerah lain. Ketiga, dari segi pembinaan dan pengawasan. Seharusnya 
pemerintah lebih mengefesienkan pembinaan dan pengawasan dari tahap 
daerah persiapan sampai pada tahap pemekaran daerah dengan 
membentuk satu lembaga yang berwenang melakukan pengawasan serta 
memberikan pembinaan kepada daerah-daerah pemekaran, dan 
bertanggung jawab kepada presiden. Keempat, sebaiknya pengajuan 
usulan pemekaran daerah sebaiknya dilakukan melalui satu pintu yakni 
pemerintah. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka langkah-langkah yang harus 
dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut : 
1) Dalam peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah 
mencantumkan sanksi yang tegas bagi yang mengusulkan pemekaran 
daerah yang data-data yang dicantumkan dalam persyaratan 
pemekaran daerah tidak sesuai dengan kondisi daerah yang 
sebenarnya. 
2) Segera melakukan penggabungan daerah bagi daerah yang 
dinyatakan gagal melaksanakan otonomi daerah, dengan dasar Pasal 
47 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. 
3) Menutup pintu DPR dan DPD dalam hal pengajuan permohonan untuk 
memekarkan daerah, menjadi satu pintu yaitu Pemerintah Pusat. 
4) Memperkuat fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah yang 
dilakukan oleh masyarakat, pemerintah pusat dan lembaga legislatif 
daerah, meningkatkan mutu pendidikan sehingga memunculkan 
sumber daya manusia yang berkualitas (berkaitan dengan kinerja 
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aparatur pemerintah daerah), dalam memahamani asas-asas umum 
pemerintahan yang baik meliputi : 
a. Asas Persamaan 
b. Asas Kepercayaan 
c. Asas Kepastian Hukum 
d. Asas Kecermatan 
e. Asas Pemberian Alasan 
f. Asas Larangan bertindak kesewenang-wenangan 
5) Membentuk netralitas tim independen yang memberikan penilaian atas 
pemekaran daerah, untuk menghindari kemungkinan perbenturan 
pandangan politik antara pihak-pihak tertentu dalam daerah atau 
pimpinan pemerintahan daerah dan aparatur birokrasi, serta 
masyarakatnya daerah induknya.  
Berdasarkan tindak lanjut yang telah disebutkan di atas, maka 
menurut penulis salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian khusus 
dari pemerintah adalah dari segi motivasi melakukan pemekaran daerah, 
untuk itu penulis menawarkan kepada pemerintah agar sesering mungkin 
untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, secara khusus kepada 
elit politik dan penguasa daerah tentang tujuan pemekaran daerah, akibat 
dari pemekaran daerah, serta sesuatu yang menyebabkan terjadinya 
pemekaran daerah. Sehingga ketika elit politik dan penguasa daerah 
menawarkan pemekaran daerah kepada masyarakat, setidaknya 
masyarakat sudah mempunyai gambaran umum tentang pemekaran 
daerah dan akibat dari pemekaran daerah.  
 
PENUTUP 
Kesimpulan 
1. Prosedur pemekaran berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 
Tahun 2007 diawali dengan penjaringan sebagian besar aspirasi 
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masyarakat, selanjutnya usulan tentang pemekaran daerah tersebut 
disampaikan kepada provinsi dan daerah provinsi menyampikan usulan 
tersebut kepada pemerintah pusat. Adapun persyaratan yang ditentukan 
oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 untuk 
memekarkan satu daerah adalah 3 persyaratan yaitu persyaratan 
administratif, teknis, dan persyaratan fisik kewilayahan. Berkaitan dengan 
persyaratan untuk memekarkan satu daerah, sedikit mengalami 
perubahan dengan diundangkanya UU No. 23 Tahun 2014 yang hanya 
menentukan 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan 
administratif. Selain itu UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa 
apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus 
melalui tahapan daerah persiapan. UU No. 23 Tahun 2014 sangat ketat 
dalam mengatur pemekaran daerah, namun sampai saat ini aturan 
pelaksana dari UU No. 23 Tahun 2014 belum ada. 
2. Ketentuan yang mengatur tentang daerah yang gagal dalam 
menyelenggarakan otonomi daerah sesungguhnya telah diatur dalam UU 
No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 23 Tahun 2014. 
Di mana dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 
Tahun 2004, serta Pasal 47 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 secara 
eksplisit menentukan bahwa apabila satu daerah dinyatakan tidak 
mampu menyelenggarakan otonomi daerah, maka daerah tersebut harus 
digabungkan dengan daerah lain. Hanya saja, sampai saat ini belum ada 
Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penggabungan daerah dan 
mekanisme penggabungannya. 
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